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ABSTRACT

The development of information technology has encouraged local
goverments to introduce digital based public service innovations to
improve the effectiveness of communication between the government
and the community. One such innovation is the Curhat Ning Ita platform
managed by the Communication and Informatics Office of Mojokerto City
as an online channel for public complaints. Through this platform,
citizens can submit complaints, aspirations, and reports related to public
services more easily, quickly, and efficiently. However, in its
implementation, several challenges remain, including delays in providing
responses and a lack of clarity regarding the follow up of reports

service, Public complaints, E-

submitted by the public. This study aims to analyze the performance of
government, Curhat Ning Ita..

the Communication an Informatics Office Of Mojokerto City in handling
public complaints through the Curhat Ning Ita platform. This research
employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through
interviews,  observations, and documentation involving the
administrators of the Curhat Ning Ita service at the Communication and
Informatics Office of Mojokerto City as well community members who use
the service. The data were analyzed through the stages of data reduction,
data presentation, and conclusion drawing.The results show that the
performance of the Communication and Informatics Office of Mojokerto
City in handling public complaints through the Curhat Ning Ita Platform has generally been fairly good. This
can be seen from the ease of access to the service, the responses provided to public reports, and coordination
efforts with related agencies in following up the complaints. Nevertheless, several aspects still need
improvement, particularly regarding the consistency of response time, the clarity of information regarding
the progress of complaint handling, and the strengthening of coordination among related agencies.
ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi
pelayanan publik berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah platform Curhat Ning Ita yang dikelola oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto sebagai sarana penyampaian pengaduan masyarakat secara
daring. Melalui Curhat Ning Ita ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan
terkait pelayanan publik secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya, masih
terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan dalam pemberian respons serta kurangnya kejelasan
mengenai tindak lanjut atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dalam menangani pengaduan
masyarakat melalui platform Curhat Ning Ita. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi dengan melibatkan pihak pengelola layanan Curhat Ning Ita di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Mojokerto serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan melalui tahap
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dalam menangani pengaduan masyarakat melalui
platform Curhat Ning Ita secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini, terlihat dari kemudahan akses
layanan, adanya respons terhadap laporan masyarakat, serta upaya koordinasi dengan instansi terkait
dalam menindaklanjuti pengaduan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan,
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terutama terkait konsistensi waktu respons, kejelasan informasi mengenai perkembangan penanganan
laporan, serta penguatan koordinasi antar instansi.

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan
signifikan dalam pola interaksi masyarakat. Kemudahan akses informasi, baik secara lokal maupun
global, mendorong transformasi menuju masyarakat berbasis pengetahuan (Wulandari et al,
2025). Kondisi ini turut memengaruhi tata kelola pemerintahan, di mana pemerintah dituntut
untuk beradaptasi melalui inovasi layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Inovasi
menjadi elemen penting dalam mengatasi berbagai permasalahan birokrasi, meningkatkan kualitas
pelayanan, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah (Samudra et al,,
2024). Salah satu bentuk implementasi inovasi tersebut adalah penerapan e-government (Aw,
2024).

Di Indonesia, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah dimulai
sejak tahun 2003 dan diperkuat melalui berbagai regulasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik (Cantika et al., 2025). Seiring dengan meningkatnya keterbukaan informasi dan kesadaran
masyarakat, pemerintah dituntut untuk memberikan layanan yang responsif dan berkualitas (Sari
etal, 2023). Hal ini mengharuskan adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat
melalui komunikasi yang efektif, termasuk pendekatan komunikasi dua arah (Rakmadhani et al,,
2022).

Komunikasi dua arah menjadi strategi penting dalam membangun hubungan yang
seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya
menjadi penerima layanan, tetapi juga berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan
saran (Rakmadhani et al.,, 2022). Salah satu bentuk partisipasi masyarakat tersebut adalah melalui
pengaduan publik. Pengaduan masyarakat merupakan sarana kontrol sosial yang penting dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong akuntabilitas pemerintah (Fatchuriza et
al, 2021).

Pemerintah telah menyediakan berbagai kanal pengaduan sebagai bentuk implementasi
pelayanan publik yang partisipatif. Pengelolaan pengaduan yang baik diharapkan mampu
meningkatkan kualitas layanan serta mempercepat penyelesaian permasalahan yang dihadapi
masyarakat (Sari et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan pengaduan yang
efektif, efisien, dan berbasis teknologi.

Salah satu inovasi pelayanan publik berbasis digital yang diterapkan di daerah adalah
program Curhat Ning Ita yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.
Program ini merupakan layanan pengaduan masyarakat berbasis media sosial dan berbagai kanal
digital yang diluncurkan pada tahun 2020 (Prasetijowati et al.,, 2024). Program ini bertujuan untuk
memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun masukan secara
langsung kepada pemerintah daerah (Sari et al.,, 2023).

Dalam pelaksanaannya, Curhat Ning Ita menyediakan berbagai kanal pengaduan seperti
website, WhatsApp, media sosial, serta layanan langsung di Mall Pelayanan Publik (Diskominfo
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2025). Data menunjukkan bahwa jumlah pengaduan yang masuk
mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, yang mengindikasikan meningkatnya
kepercayaan dan partisipasi masyarakat (Radar Mojokerto, 2023).

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala. Salah satu
permasalahan utama adalah sistem pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual,
sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan memperlambat proses tindak lanjut
(Prasetijowati et al., 2024). Selain itu, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam
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pengelolaan teknologi informasi juga menjadi tantangan yang signifikan (Rakmadhani et al., 2022).
Beban kerja yang tinggi serta keterbatasan jumlah tenaga pengelola turut memengaruhi efektivitas
pelayanan.

Di sisi lain, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pelaporan juga
menyebabkan tidak optimalnya penggunaan sistem pengaduan (Prasetijowati et al, 2024).
Masalah teknis seperti lambatnya server dan gangguan sistem turut menghambat proses
pelayanan. Selain faktor teknologi, aspek kedisiplinan dan kinerja pegawai juga menjadi faktor
penting dalam menentukan keberhasilan program ini (Dewi et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, keberhasilan program Curhat Ning Ita tidak hanya
ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya
manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pegawai,
pengembangan sistem digital yang terintegrasi, serta strategi komunikasi publik yang efektif
(Prasetijowati et al., 2024).

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis
kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dalam mengelola pengaduan
masyarakat melalui program Curhat Ning Ita, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Mal Pelayanan Publik Kota
Mojokerto pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini berfokus pada Kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika dalam menangani pengaduan masyarakat melalui aplikasi “Curhat
Ning Ita.” Studi ini memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang
berkaitan dengan isu penelitian , serta data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan
melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam. Informan kunci, yang diidentifikasi
melalui prosedur yang disengaja atau sesuai dengan tujuan studi, membantu dalam pengumpulan
data primer. Untuk melakukan wawancara mendalam dengan informan dan mengamati
partisipasi partisipan, peneliti terjun langsung ke lapangan. Untuk membantu peneliti dalam
melaksanakan wawancara, peneliti dibantu oleh beberapa pertanyaan sebagai panduan untuk
mengumpulkan informasi yang relevan dengan indikator yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kualitatif. Salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang akurat adalah
analisis data. Menurut (Miles & Huberman, 2014), metode analisis data kualitatif terdiri dari
beberapa tahapan yaitu:

a. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dimulai sejak awal proses penelitian untuk
memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar relevan dengan subjek penelitian.
Melalui studi literatur wawancara, observasi, dan berbagai prosedur lain dari sumber
terpercaya, peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan data penting. Ketepatan data yang
diperoleh sangat memengaruhi kualitas kesimpulan, sehingga tahap pengumpulan data
menjadi tahap paling krusial dalam keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2022).

b. Reduksi Data. Tahap reduksi data adalah proses menata dan menyederhanakan data, sehingga
sesuai dengan kebutuhan penelitian dan memudahkan penelitian dalam memperoleh
informasi yang dibutuhkan. Pada tahap ini, data akan diolah menjadi lebih ringkas, mudah
dipahami, dan lebih mudah dianalisis tanpa mengorbankan informasi penting. Data yang
sudah direduksi membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih terarah dalam proses
pengelolaan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan
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merangkum dan mencatat poin-poin utama yang dianggap penting serta mewakili
keseluruhan temuan terkait kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dalam
pengelolaan Curhat Ning Ita.

c. Penyajian Data. Penyajian data merupakan langkah kedua setelah dilakukan reduksi data.
Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Dengan cara
ini, orang dapat dengan mudah mempelajari proses pengumpulan data dan mengakses
informasinya. Data yang diberikan tidak bersifat sementara tetapi dijamin keakuratannya.

d. Penarikan Kesimpulan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Data yang telah
dihasilkan dan  disajikan menggunakan suatu teknik dapat diekstraksi dari
kesimpulan. Karena dapat berfungsi sebagai bahan yang disertakan dalam laporan penelitian,
kesimpulan ditempatkan di bagian akhir. Kesimpulan dapat ditarik ketika semua data telah
diintegrasikan menggunakan media tertentu dan kemudian dapat dipahami dengan mudabh.
Temuan awal masih bersifat sementara dan akan dimodifikasi berdasarkan informasi baru.
Namun, jika kesimpulan pertama memiliki bukti yang valid dan konsisten, kesimpulan
tersebut dapat dipercaya. Untuk meningkatkan kualitas layanan di Kota Mojokerto,
khususnya kualitas Curhat Ning Ita, peneliti menarik kesimpulan dari data yang dianggap
signifikan.

HASIL
Platform Curhat Ning Ita

Pemerintah Kota Mojokerto menawarkan Curhat Ning Ita, sebuah layanan pengaduan dan
aspirasi publik yang berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan
warganya. Masyarakat dapat menggunakan layanan ini untuk menyampaikan keluhan, saran,
dan masukan tentang layanan publik, pembangunan, dan permasalahan di lingkungan sekitar.
Perangkat daerah terkait akan menangani dan menyelidiki setiap pengaduan secara
terkoordinasi, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
pemerintah daerah, transparansi, dan kualitas layanan publik.
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Gambar 1 Tampilan Platform Curhat Ning Ita

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto merupakan lembaga yang
bertanggung jawab atas komunikasi dan informatika, secara strategis mengelola dan
mengkoordinasikan sistem pengaduan publik digital. Sebagai pengelola teknis platform Curhat
Ning Ita, Dinas Komunikasi dan Informatika menangani segala hal mulai dari menerima
pengaduan dan mengkonfirmasi laporan hingga meneruskan pengaduan ke Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang sesuai dan memantau tindakan yang diambil sebagai respons terhadap
keluhan masyarakat.
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Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto juga berperan sebagai penghubung
koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani pengaduan masyarakat.
Setiap pengaduan yang diterima melalui Curhat Ning Ita tidak hanya ditangani oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika, tetapi juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis,
tergantung pada substansi masalah yang dilaporkan. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan
Informatika berperan sebagai pusat koordinasi yang menentukan kelancaran dan efektivitas
penanganan pengaduan masyarakat secara keseluruhan.

Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat melalui Curhat Ning Ita dapat berlangsung
secara optimal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan apabila Pemerintah Kota
Mojokerto menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Untuk memastikan
proses penanganan laporan dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab, petugas
manajemen menggunakan SOP Curhat Ning [ta sebagai panduan ketika menerima, memverifikasi,
dan menindaklanjuti setiap pengaduan atau aspirasi masyarakat secara metodis, terukur, dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun SOP Curhat Ning Ita yaitu:

a. Penyampaian Laporan

Pelapor menyampaikan laporan aspirasi atau pengaduan melalui kanal yang tersedia baik
secara langsung maupun melalui media daring seperti Facebook, X, Instagram, WhatsApp, SMS,
website SP4N-LAPOR!, dan website Curhat Ning Ita. Laporan dapat berupa keluhan, saran, atau
masukan terkait dengan pelayanan publik dan permasalahan yang ada di lingkungan Kota
Mojokerto. Laporan yang disampaikan wajib memenuhi formulir pengaduan yang berisi identitas
pelapor, kronologi, waktu, tempat, serta bukti pendukung.

b. Verifikasi Laporan

Operator layanan melakukan verifikasi laporan yang masuk untuk menilai kelayakan dan
kelengkapan informasi laporan. Proses verifikasi ini dilakukan dalam waktu 4 jam sesuai dengan
ketentuan SOP
1) Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa informasi laporan tidak layak atau belum

lengkap, operator pelayanan akan melakukan pemberitahuan kepada pelapor agar
melengkapi informasi laporan yang diperlukan.

2) Pelapor diberikan waktu paling lama sepuluh hari untuk melengkapi informasi laporan.

Setelah informasi dilengkapi, operator layanan akan melakukan verifikasi ulang.

3) Apabila informasi layak dan lengkap, operator layanan akan mendistribusikan laporan

kepada pejabat penghubung yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

4) Operator pelayanan akan memberikan ID tracking kepada pelapor, sehingga pelapor dapat

memeriksa status dan perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan.

5) Apabila dalam batas waktu paling lama sepuluh hari pelapor tidak melengkapi informasi

laporan yang diminta, operator layanan akan mengarsipkan laporan.

c. Pemberian Tanggapan dan Tidak Lanjut Laporan

Laporan yang telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan informasi akan ditanggapi
sesuai dengan substansi laporan atau didisposisikan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti
dengan cermat, cepat, dan tuntas.

1) Apabila pelapor memberikan tanggapan atas tindak lanjut laporan oleh instansi terkait,
pejabat penghubung akan meneruskan tanggapan tersebut kepada instansi terkait sebagai
bahan evaluasi, sehingga status laporan dinyatakan selesai.

2) Apabila pelapor tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari,
maka laporan dinyatakan selesai dan ditutup.
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Standar Operasional Prosedur (SOP) Curhat Ning Ita dikembangkan sebagai pedoman
pelaksanaan yang terstruktur untuk menyelesaikan pengaduan dan aspirasi masyarakat. Dengan
alur kerja yang jelas, alokasi peran yang jelas, serta tenggat waktu dan hasil di setiap tahap, SOP
ini diharapkan dapat memastikan proses penanganan pengaduan berjalan efektif, trnasparan,
dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat
terhadap Pemerintah Kota Mojokerto.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan Curhat Ning Ita terdapat beberapa petugas
yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Nadina Rachmawati, sebagai
Koordinator Pengaduan Curhat Ning Ita bertanggung jawab untuk mengawasi prosedur tindak
lanjut pengaduan, mengelola alur penanganan pengaduan, dan memastikan koordinasi antara
Dinas Komunikasi dan Informatika dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berjalan
dengan baik. Khabibatur Rahman dan Wira Oktavian, sebagai Operator Pengaduan dan Tim
Survei Lokasi mempunyai tugas untuk mengelola data pengaduan di delapan kanal Curhat Ning
Ita, serta melakukan survei lapangan untuk memverifikasi keakuratan dan kondisi pengaduan
masyarakat.

PEMBAHASAN

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dalam menangani pengaduan
melalui platform Curhat Ning Ita merupakan salah satu jenis penyelenggaraan pelayanan publik
berbasis teknologi informasi pada tingkat daerah. Platform ini berfungsi sebagai saluran
komunikasi dua arah anatara pemerintah dan masyarakat untuk memfasilitasi penyampaian
aspirasi, keluhan, dan pengaduan secara cepat, terbuka, serta terdokumentasi. Keberadaan
Curhat Ning Ita lebih dari sekedar menyoroti inovasi digital pemerintah daerah, tetapi juga
menjadi indikator seberapa baik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dapat
menjalankan fungsi koordinasi, pengelolaan informasi, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Secara umum, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto dalam
menangani pengaduan melalui platform Curhat Ning Ita dapat dikategorikan cukup baik, namun
belum sepenuhnya optimal. Hal ini, terlihat dari terpenuhinya sebagian besar aspek pelayanan
dalam proses penerimaan, verifikasi, dan penerusan laporan kepada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa
kendala, baik dari sisi internal seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas instansi,
maupun dari sisi eksternal seperti tingkat literasi digital serta partisipasi masyarakat dalam
memanfaatkan layanan.

Untuk menganalisis kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kota Mojokerto tersebut,
penelitian ini menggunakan indikator kualitas layanan berbasis digital menurut Pham et al.
(2023), yang meliputi kemudahan interaksi, pemenuhan kebutuhan layanan, perhatian terhadap
pengguna, keamanan data, keandalan dan kepercayaan pengguna, tingkat kepuasan pengguna,
serta loyalitas masyarakat. Ketujuh indikator tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk
menilai sejauh mana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto mampu mengelola dan
menangani pengaduan masyarakat melalui platform Curhat Ning Ita secara efektif dan
profesional.

Kemudahan Interaksi (Ease Of Interaction)

Kemudahan Interaksi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja
penyedia pelayanan publik berbasis digital. Menurut Pham et al. (2023) kemudahan interaksi
menekankan pada sejauh mana pengguna dapat mengakses, memahami, dan menggunakan
layanan secara sederhana tanpa mengalami kendala teknis maupun administratif. Indikator ini
mencakup aspek kemudahan akses platform, kejelasan prosedur, serta kelancaran komunikasi
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antara pengguna dan penyelenggara layanan. Kemudahan interaksi atau kemudahan akses
merupakan aspek penting dalam pengalaman interaksi digital pengguna yang mempengaruhi
tingkat kepercayaan serta niat masyarakat untuk menggunakan layanan publik berbasis digital
(Verastegui et al., 2025). Dalam konteks pelayanan publik digital, kemudahan interaksi menjadi
faktor yang menentukan efektivitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan
demikian, kemudahan interaksi tidak hanya dilihat dari tersedianya sistem elektronik, tetapi juga
dari pengalaman pengguna saat memanfaatkan layanan tersebut.

Platform Curhat Ning Ita telah dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi
masyarakat melalui delapan kanal pelaporan yang dapat diakses oleh berbagai kalangan, dengan
WhatsApp sebagai kanal yang paling mudah dijangkau. Masyarakat dapat menyampaikan
pengaduan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan, sehingga penggunaan waktu
dan tenaga menjadi lebih efisien. Kemudahan interaksi juga terlihat dari proses pelaporan yang
cukup sederhana. Pengguna cukup mengirimkan identitas, kronologi kejadian, serta foto bukti
pendukung melalui kanal yang telah dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi prosedur,
Curhat Ning Ita telah berupaya menyederhanakan tahapan pelaporan.

Dari sisi teknis, sistem Curhat Ning Ita pada umumnya dapat diakses dengan baik tanpa
kendala yang signifikan. Kecepatan akses dan kemudahan penggunaan delapan kanal yang
tersedia mendukung kenyamanan masyarakat dalam menyampaikan laporan. Selain itu,
penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) membantu memperjelas alur pengelolaan
laporan. Operator akan mengarahkan pelapor dengan pertanyaan terstruktur agar informasi
yang disampaikan lengkap dan mudah ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan
interaksi tidak hanya terletak pada akses awal, tetapi juga pada kejelasan mekanisme internal
dalam mengelola laporan.

Meskipun demikian, kemudahan interaksi belum sepenuhnya dirasakan secara merata
oleh seluruh masyarakat. Beberapa pengguna masih mengalami kesulitan dalam memahami
mekanisme tindak lanjutlaporan atau membutuhkan penjelasan tambahan terkait prosedur yang
berlaku. Faktor literasi digital masyarakat serta keterbatasan sumber daya pengelola juga dapat
memengaruhi optimalisasi interaksi layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan akses
perlu diimbangi dengan peningkatan kejelasan informasi dan konsistensi agar pengalaman
pengguna semakin optimal.

Berdasarkan pembahasan tersebut, indikator kemudahan interaksi pada layanan Curhat
Ning Ita dapat dikategorikan telah berjalan dengan baik, terutama dari aspek aksesbilitas, variasi
kanal pelaporan, dan kesederhanaan prosedur. Namun demikian, peningkatan pada aspek
komunikasi lanjutan, pembaruan informasi, serta penguatan literasi digital masyarakat
diperlukan agar kemudahan interaksi dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.
Pemenuhan Kebutuhan Layanan (Fulfillment)

Indikator pemenuhan kebutuhan layanan menunjukkan bahwa pemerintah bukan hanya
menyediakan akses layanan digital, tetapi juga menghadirkan layanan yang lengkap, akurat,
tepat waktu, dan sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan masyarakat ketika berinteraksi secara
elektronik (Pham et al., 2023). Pemenuhan kebutuhan layanan merujuk pada sejauh mana suatu
layanan elektronik memenuhi harapan pengguna mengenai ketersediaan, ketepatan, waktu, dan
kebenaran informasi yang diberikan. Pemenuhan dalam konteks layanan publik berbasis digital
mencakup kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan dengan mudah dan konsistensi
antara apa yang dijanjikan dan apa yang mereka terima (Maharani et al.,, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan pengaduan pada platform Curhat Ning Ita
dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah
ditetapkan. Setiap laporan yang masuk diverifikasi terlebih dahulu untuk kelengkapan identitas
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dan substansi aduan sebelum diteruskan kepada Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang
berwenang. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pengguna
dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Proses tersebut tidak berhenti pada tahap
penerimaan laporan, melainkan dilanjutkan dengan pemantauan hingga terdapat respons atau
penyelesaian dari instansi terkait. Dengan adanya alur yang baku, pengelola berupaya
memastikan bahwa setiap pengaduan diproses sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Dari aspek ketepatan waktu, terdapat standar internal yang menetapkan bahwa respons
awal terhadap laporan diupayakan diberikan dalam waktu satu hari. Apabila suatu pengaduan
memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama, hal ini karena membutuhkan survei lapangan,
koordinasi lintas instansi, atau ketersediaan sumber daya teknis, pengelola tetap berupaya
memberikan komunikasi awal kepada pelapor sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan. Upaya
ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pengguna tidak hanya diukur dari kecepatan
penyelesaian akhir, tetapi juga dari adanya kepastian bahwa laporan telah diterima dan sedang
diproses.

Selain penerapan standar waktu penyelesaian, pengelola juga menggunakan indikator
Rata-rata Tindak Lanjut (RTL) untuk mengukur kecepatan respons masing-masing OPD. RTL
menjadi alat untuk evaluasi kinerja dalam memastikan bahwa proses tindak lanjut berjalan
sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Penggunaan indikator ini memperlihatkan
adanya sistem pengendalian internal untuk menjaga konsistensi pelayanan. Dengan adanya
demikian, pemenuhan kebutuhan pengguna diupayakan tidak hanya melalui komitmen normatif,
tetapi juga melalui instrumen pengukuran yang terstruktur.

Proses penanganan pengaduan juga dibedakan berdasarkan tingkat kompleksitas
laporan, yaitu kategori ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi ini bertujuan untuk menyesuaikan
waktu serta bentuk tindak lanjut yang diperlukan. Laporan dengan kompleksitas ringan
umumnya dapat ditangani lebih cepat, sedangkan laporan yang bersifat teknis atau
membutuhkan koordinasi lintas sektor membutuhkan waktu yang lebih lama. Pembagian
kategori tersebut menunjukkan adanya pendekatan proporsional dalam memenuhi kebutuhan
pengguna, sehingga tidak semua laporan diperlakukan secara seragam tanpa
mempertimbangkan karakteristik permasalahan.

Meskipun secara sistem telah tersedia SOP, target waktu respons, serta mekanisme
evaluasi melalui RTL, namun hasil wawancara dengan pengguna menunjukkan bahwa
pemenuhan kebutuhan layanan belum sepenuhnya dirasakan optimal. Beberapa pengguna
menilai bahwa respons awal masih memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan
harapan mereka. Setalah melengkapi data atau melakukan informasi tambahan, sebagian laporan
dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas dalam jangka waktu tertentu. Hal ini,
menimbulkan persepsi bahwa kebutuhan akan kepastian dan kejelasan tindak lanjut belum
sepenuhnya terpenuhi.

Perbedaan antara standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan persepsi pengguna
menunjukkan adanya kesenjangan pada aspek penerapan dan komunikasi. Secara administratif,
laporan telah diproses sesuai alur dan standar yang berlaku. Namun, dari sudut pandang
pengguna, pemenuhan kebutuhan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur, melainkan
juga oleh pengalaman langsung dalam menerima informasi yang jelas, pembaruan status yang
konsisten, serta penyelesaian yang dirasakan nyata. Dengan demikian, kualitas komunikasi
menjadi faktor penting dalam memperkuat persepsi pemenuhan kebutuhan layanan.

Secara keseluruhan, indikator pemenuhan kebutuhan pengguna pada layanan Curhat
Ning Ita menunjukkan bahwa pengelolaan pengaduan telah dilaksanakan melalui mekanisme
yang terstruktur, didukung oleh adanya SOP, target waktu respons, klasifikasi tingkat aduan,
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serta pengukuran kinerja melalui RTL. Upaya tersebut mencerminkan komitmen instansi dalam
memberikan pelayanan yang responsif dan akuntabel. Namun demikian, masih diperlukan
peningkatan konsistensi dalam kecepatan respons awal, kejelasan pembaruan informasi, serta
efektivitas komunikasi tindak lanjut agar pemenuhan kebutuhan pengguna dapat dirasakan
secara lebih optimal dan selaras dengan harapan masyarakat terhadap layanan pengaduan publik
berbasis digital.

Perhatian Terhadap Pengguna (Citizen Care)

Perhatian terhadap pengguna merupakan salah satu indikator penting dalam menilai
kinerja penyedia layanan publik. Indikator ini merujuk pada kemampuan instansi dan pegawai
dalam menunjukkan kepedulian, responsivitas, dan komunikasi yang empati terhadap kebutuhan
serta pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga pengguna merasa didengar
dan dilayani secara profesional (Pham et al, 2023). Dalam hal ini, empati dimaknai sebagai
perhatian dan kepedulian petugas terhadap pengguna, yang tercermin melalui kemampuan
penyedia layanan untuk memahami kebutuhan masyarakat serta menyampaikan respons yang
komunikatif, relevan, dan tepat terhadap setiap pertanyaan maupun permintaan yang
disampaikan oleh pengguna (Hafiz, 2025).

Dalam pengelolaan pengaduan pada platform Curhat Ning Ita, perhatian terhadap
pengguna tidak hanya dimaknai sebagai pemberian respons, tetapi juga sebagai upaya
membangun kenyamanan, kepercayaan, dan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi yang
sopan, informatif, dan tidak menyalahkan. Pengelola layanan telah menerapkan mekanisme
evaluasi dan pengawasan internal untuk memastikan bahwa petugas memberikan pelayanan
dengan ramah dan komunikatif. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga
kualitas interaksi antara petugas dan masyarakat. Hal ini, menunjukkan adanya kesadaran
institusional bahwa sikap dan cara berkomunikasi merupakan bagian yang penting dalam
pelayanan publik.

Dalam implementasinya, bentuk perhatian terhadap pengguna diwujudkan melalui
penggunaan kalimat pembuka yang sopan, seperti penyampaian permohonan maaf atas masalah
yang dialami pelapor, sebelum masuk pada penjelasan substansi laporan. Tidak hanya itu,
terdapat kebiasaan untuk memberikan konfirmasi bahwa laporan telah diterima dan ditindak
lanjuti.

Penerapan pola komunikasi awal melalui konsep sapaan (3S) serta penggunaan pesan
otomatis yang tetap mengandung unsur menghargai pengguna menjadi bagian dari strategi
menjaga kesan positif pengguna pada tahap awal interaksi. Meskipun respons awal diberikan
secara otomatis oleh sistem, unsur sapaan dan bahasa yang sopan bertujuan agar pengguna tetap
merasa diperhatikan sejak awal pelaporan.

Namun demikian, terdapat adanya perbedaan antara standar pelayanan yang diterapkan
dengan pengalam sebagian pengguna. Beberapa pengguna menilai bahwa respons yang diterima
masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjawab inti permasalahan yang disampaikan.
Terdapat juga pengalaman di mana laporan ditutup tanpa konfirmasi yang memadai, sehingga
menimbulkan persepsi kurangnya kejelasan dan minimnya pelibatan pengguna dalam proses
penyelesaian aduan. Berikutnya, jeda waktu respons lanjutan yang cukup lama pada beberapa
kasus turut memengaruhi persepsi perhatian yang dirasakan pengguna.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap pengguna tidak hanya diukur dari
keramahan dan kesopanan bahasa yang digunakan atau adanya sapaan awal, tetapi juga dari
kualitas substansi komunikasi, kejelasan informasi, dan konsistensi tindak lanjut. Empati dalam
pelayanan publik berbasis digital perlu diwujudkan melalui respons yang relevan dengan isi
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aduan, pemberian penjelasan yang transparan, dan penyampaian alasan apabila terjadi
keterlambatan atau penutupan laporan.

Di sisi lain, pengelola layanan menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dan masukan
yang diberikan masyarakat, hal ini karena digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan
pelayanan. Komitmen untuk tidak menyalahkan pengguna, tetap menggunakan bahasa yang
sopan meskipun menerima keluhan dengan bahasa yang kurang baik, serta upaya menjaga
standar komunikasi internal mencerminkan adanya orientasi pada prinsip pelayanan yang
berempati.

Dengan demikian, indikator perhatian terhadap pengguna pada layananan Curhat Ning
[ta dapat dinilai telah diupayakan melalui standar komunikasi yang ramah, penerapan sapaan
awal, serta mekanisme evaluasi internal. Akan tetapi, untuk mencapai tingkat perhatian yang
lebih optimal, diperlukan penguatan pada aspek komunikasi yang lebih substantif, transparan,
serta konsisten dalam setiap tahapan penanganan laporan. Dengan begitu perhatian terhadap
pengguna tidak hanya dirasakan pada awal interaksi, tetapi juga sepanjang proses penyelesaian
aduan hingga tuntas, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat
terhadap layanan pengaduan publik berbasis digital.

Keamanan dan Privasi Data (Security and Privacy)

Indikator keamanan dan privasi data merujuk pada kemampuan sistem layanan
elektronik untuk melindungi informasi pribadi pengguna dari akses yang tidak sah,
penyalahgunaan, kebocoran data, maupun ancaman siber lainnya selama proses pengumpulan,
penyimpanan, dan transmisi data. Keamanan dan privasi data menjadi bagian penting dalam
membangun kepercayaan pengguna terhadap layanan digital, karena pengguna cenderung
menggunakan layanan tersebut apabila meyakini informasi pribadinya terlindungi dengan baik
(Pham et al., 2023). Keamanan dan privasi data pribadi merupakan hak masyarakat yang harus
dipenuhi oleh sistem e-government, karena pelayanan publik berbasis digital menyimpan banyak
informasi pribadi. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi bagian penting dalam
membangun kepercayaan publik dalam mewujudkan layanan digital yang aman (Iswandari,
2021).

Pengelolaan keamanan data pada layanan Curhat Ning Ita telah difasilitasi melalui
mekanisme pilihan laporan anonim maupun terbuka, serta opsi laporan tertutup dan terbuka
atau publik. Fitur ini memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk menentukan tingkat
keterbukaan identitas dan isi laporan sesuai dengan kebutuhan serta sensitivitas permasalahan
yang disampaikan. Apabila pengguna memilih opsi anonim atau laporan tertutup, maka identitas
pelapor tidak ditampilkan secara publik dan akses terhadap informasi tersebut dibatasi hanya
kepada pihak internal yang berwenang. Sebaliknya, apabila laporan bersifat terbuka, informasi
tertentu dapat diakses untuk mendukung efektivitas tindak lanjut, khususnya dalam proses
survei di lapangan.

Tersedianya opsi tersebut menunjukkan adanya pendekatan yang berorientasi pada
perlindungan hak privasi pengguna sekaligus memberikan kendali kepada pengguna atas data
pribadi yang mereka sampaikan. Pengguna dapat menyesuaikan tingkat keterbukaan informasi
sesuai dengan pertimbangan keamanan data kenyamanan masing-masing. Hal ini turut
membangun rasa aman karena identitas tidak secara otomatis dipublikasikan tanpa persetujuan
pengguna.

Namun demikian, mekanisme laporan tertutup juga memiliki konsekuensi dalam proses
penanganan aduan. Pembatasan akses terhadap identitas pelapor dapat menghambat koordinasi
lanjutan, khususnya ketika diperlukan klarifikasi tambahan atau survei langsung di lapangan.
Dalam kondisi tertentu, tim pelaksana tidak dapat menghubungi pelapor untuk memperoleh
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informasi pendukung, sehingga berpotensi memperlambat atau membatasi efektivitas
penyelesaian masalah. Oleh karena itu, pengelolaan keamanan data memerlukan keseimbangan
antara perlindungan privasi dan kelancaran tindak lanjut administratif.

Selain pengaturan pada tingkat pengguna, pengamanan juga diterapkan melalui
pembatasan akses internal. Data yang masuk ke dalam sistem tidak dapat diakses secara bebas
oleh seluruh perangkat daerah, melainkan hanya oleh bidang atau petugas yang memiliki
kewenangan dalam pengelolaan layanan. Informasi yang dipublikasikan telah melalui proses
seleksi untuk memastikan tidak terdapat data pribadi yang terekspos tanpa persetujuan
pengguna.

Upaya antisipatif juga dilakukan terhadap data yang memuat informasi pribadi, seperti
identitas kependudukan. Apabila dalam laporan terbuka ditemukan data yang berpotensi
menimbulkan risiko, pengelola melakukan penyaringan dan pengamanan agar dokumen tersebut
tidak dapat diakses publik. Hal ini, menunjukkan adanya kontrol teknis dalam antisipasi
penyalahgunaan data di ruang digital. Meskipun tidak terdapat klasifikasi formal mengenai
kategori data sensitif, data pribadi tetap dianggap sebagai informasi yang harus dijaga
kerahasiaannya. Perlindungan dilakukan melalui prosedur administratif dan pengendalian akses
sistem, sehingga risiko distribusi yang tidak sah dapat diminimalkan.

Dengan demikian, indikator keamanan dan privasi data dalam pengelolaan Curhat Ning
[ta dapat dinilai telah diterapkan secara memadai melalui penyediaan opsi privasi, pembatasan
akses internal, serta pengamanan data pribadi. Kebijakan tersebut mampu memberikan rasa
aman sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan data pribadi, Meskipun terdapat
tantangan dalam aspek koordinasi apabila laporan bersifat tertutup, secara umum sistem telah
menunjukkan upaya perlindungan yang mendukung kepercayaan masyarakat terhadap layanan
pengaduan digital.

Kepercayaan Pengguna (Trustworthiness)

Kepercayaan pengguna terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh penyedia layanan
menjadi salah satu faktor yang penting dalam penyelenggaraan layanan digital. Kepercayaan
tersebut merajuk pada sejauh mana pengguna meyakini bahwa layanan digital pemerintah
mampu memberikan sikap, keamanan, dan integritas yang dapat diandalkan (Pham et al., 2023).
Kepercayaan juga dipahami sebagai persepsi pengguna bahwa sistem atau instansi yang
menyediakan layanan digital bekerja secara konsisten, aman, transparan, dan bertanggung jawab
dalam memenuhi kebutuhan mereka, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi
pengguna dalam menggunakan layanan tersebut (Maulan et al,, 2025).

Kepercayaan pengguna terhadap layanan Curhat Ning Ita dibangun melalui beberapa
aspek utama, yaitu tindak lanjut laporan yang jelas, komunikasi dua arah, publikasi hasil
penanganan, serta adanya mekanisme evaluasi kinerja layanan. Setiap laporan yang masuk tidak
hanya diterima, tetapi juga dicatat dan diproses melalui prosedur yang sistematis, termasuk
penyusunan Rata-rata Tindak Lanjut (RTL) dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
Selanjutnya, hasil penanganan aduan yang telah diselesaikan dipublikasikan melalui media sosial
resmi Curhat Ning Ita. Publikasi tersebut menampilkan bentuk laporan dan hasil tindak lanjut
tanpa mencantumkan identitas pelapor, sehingga tetap menjaga privasi pengguna. Transparansi
ini memberikan bukti nyata kepada masyarakat bahwa aduan yang masuk benar-benar diproses
hingga tahap penyelesaian.

Kepercayaan juga diperkuat melalui adanya komunikasi dua arah antara pelapor dengan
operator atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Setelah laporan diterima, pengelola
memberikan respons awal berupa komunikasi, permintaan kelengkapan data, maupun
pembaruan perkembangan penanganan. Interaksi ini memungkinkan pelapor untuk menanyakan
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status pengaduannya serta memperoleh informasi langsung mengenai progres yang sedang
berjalan. Dengan adanya komunikasi yang berkelanjutan, masyarakat tidak merasa diabaikan
dan memperoleh kepastian bahwa laporan mereka sedang diproses.

Dari perspektif pengguna, tingkat kepercayaan pada dasarnya telah terbentuk karena
sebagian besar laporan dinilai mendapatkan respons dan tindak lanjut. Adanya notifikasi
perkembangan serta konfirmasi bahwa laporan telah diteruskan kepada instansi terkait menjadi
faktor yang menumbuhkan keyakinan bahwa sistem bekerja secara nyata. Namun demikian,
kepercayaan tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa pengguna masih mengeluhkan
lamanya waktu respons awal maupun jeda waktu yang cukup panjang dalam pemberian
pembaruan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses penanganan berjalan, aspek
kecepatan komunikasi masih memengaruhi persepsi keandalan layanan.

Di samping itu, terdapat pula kendala teknis yang memengaruhi konsistensi umpan balik,
terutama pada laporan yang dikirim melalui platform eksternal. Ketidaksesuaian atau tidak
lengkapnya data kontak pelapor menyebabkan informasi perkembangan tidak selalu dapat
tersampaikan secara langsung. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi kurangnya
kejelasan, meskipun secara internal laporan tetap diproses. Oleh karena itu, peningkatan sistem
verifikasi dan kondisi antar platform menjadi hal penting untuk menjaga kontinuitas komunikasi.

Secara keseluruhan, indikator kepercayaan pengguna pada layanan Curhat Ning Ita
menunjukkan hasil yang cukup baik. Adanya mekanisme tindak lanjut yang terstruktur,
komunikasi dua arah, serta transparansi publikasi hasil penanganan telah berkontribusi dalam
membangun persepsi positif masyarakat terhadap layanan. Meskipun demikian, peningkatan
konsistensi dalam kecepatan respons dan kejelasan pembaruan informasi masih diperlukan agar
kepercayaan pengguna dapat terjaga dan berkembang secara lebih kuat dan berkelanjutan.
Tingkat Kepuasan Pengguna (Citizen Satisfaction)

Tingkat kepuasan pengguna merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana
layanan Curhat Ning Ita memenuhi atau bahkan melampaui harapan pengguna dan memberikan
pengalaman layanan yang memuaskan secara keseluruhan setelah menggunakan layanan
tersebut (Pham et al,, 2023). Kepuasan tersebut menggambarkan persepsi subjektif pengguna
terhadap layanan publik digital, yang menunjukkan sejauh mana layanan tersebut dapat
memenuhi kebutuhan, harapan, dan pengalaman pengguna, termasuk dalam aspek kualitas
layanan, kemudahan akses, responsivitas petugas, serta relevansi hasil layanan yang diterima
(Latip etal., 2025).

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam Curhat Ning Ita telah dilakukan secara
sistematis melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mengacu pada pedoman
Kementerian PANRB. Survei ini dilaksanakan secara berkala melalui aplikasi online setelah
pengguna menerima layanan atau tindak lanjut atas laporannya. Instrumen SKM mencakup
beberapa unsur penilaian, antara lain persyaratan layanan, prosedur, waktu pelayanan,
kompetensi dan perilaku petugas, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana.
Selanjutnya hasil survei diolah menjadi indeks kepuasan masyarakat yang kemudian digunakan
sebagai dasar evaluasi dan perbaikan layanan. Dengan demikian, SKM tidak hanya berfungsi
sebagai alat ukur kuantitatif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian mutu pelayanan secara
berkelanjutan.

Tingkat kepuasan juga tercermin melalui umpan balik langsung yang disampaikan oleh
pengguna, baik dalam bentuk apresiasi maupun keluhan. Apresiasi umumnya diberikan ketika
laporan ditindaklanjuti dengan cepat dan pengguna merasa terbantu oleh respons yang jelas.
Sebaliknya, keluhan biasanya berkaitan dengan lamanya waktu respons atau kurangnya
kejelasan informasi mengenai perkembangan maupun alasan penutupan laporan. Adanya
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respons yang beragam tersebut menunjukkan bahwa pengalaman pengguna dipengaruhi oleh
kecepatan layanan, efektivitas komunikasi, serta transparansi proses penanganan aduan.

Sebagian masyarakat menyatakan cukup puas karena laporan yang disampaikan tetap
memperoleh respons dan tindak lanjut. Meskipun terdapat jeda waktu dalam proses
penyelesaian, adanya pembaruan informasi memberikan kepastian bahwa aduan sedang
diproses. Namun demikian, terdapat pula pengguna yang merasa kurang puas, terutama ketika
informasi yang diterima dinilai kurang jelas atau ketika laporan ditutup tanpa penjelasan yang
memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi
juga pada kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi selama proses berlangsung.

Untuk menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, pengelola layanan melakukan
evaluasi secara berkala. Evaluasi internal dilakukan melalui penyusunan laporan rutin yang
memuat jumlah aduan, tingkat penyelesaian, dan waktu respons, yang kemudian digunakan
sebagai dasar pengawasan dan perbaikan layanan. Terdapat juga evaluasi eksternal tahunan dari
Kementerian PANRB yang menilai kinerja pelayanan publik secara menyeluruh. Kombinasi
evaluasi internal dan eksternal ini menunjukkan adanya komitmen dalam menjaga akuntabilitas
dan meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, indikator tingkat kepuasan pengguna pada layanan Curhat Ning Ita
menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya mekanisme pengukuran
yang terstruktur, penerimaan masukan masyarakat secara terbuka, serta pelaksanaan evaluasi
berkala. Namun, masih diperlukan peningkatan pada aspek kecepatan respons dan kejelasan
informasi agar pengalaman pengguna menjadi lebih konsisten dan kepuasan masyarakat dapat
meningkat secara lebih optimal dan menyeluruh.

Loyalitas Masyarakat (Citizen Loyalty)

Loyalitas masyarakat adalah tingkat komitmen masyarakat sebagai pengguna layanan
digital pemerintah untuk tetap menggunakan layanan tersebut secara berkelanjutan dan
merekomendasikannya kepada orang lain, termasuk kepuasan yang dirasakan dan pengalaman
positif selama penggunaan layanan (Pham et al., 2023). Loyalitas ini terbentuk melalui proses
evaluasi berulang terhadap pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan digital.
Kualitas layanan yang baik, tingkat kepercayaan yang tinggi, serta kepuasan yang dirasakan
menjadi faktor utama yang memengaruhi kecenderungan untuk menggunakan layanan kembali
(Giraldo et al., 2025).

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terbentuknya loyalitas masyarakat.
Pertama, kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor dominan yang membentuk persepsi
bahwa pengguna memperoleh perhatian yang memadai. Respons yang cepat dan tindak lanjut
yang jelas menimbulkan persepsi bahwa laporan yang disampaikan memiliki nilai dan
mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kedua, kemudahan akses digital turut memperkuat
loyalitas. Platform yang mudah digunakan, dapat diakses kapan saja, serta memiliki prosedur
pelaporan yang sederhana memberikan pengalaman yang efisien dan praktis bagi masyarakat.
Ketiga, transparansi progres penanganan aduan menciptakan rasa nyaman dan aman, karena
pengguna dapat mengetahui perkembangan laporan yang mereka sampaikan.

Loyalitas juga dapat dilihat dari adanya pelapor yang menggunakan layanan lebih dari
satu kali. Data internal menunjukkan bahwa terdapat pengguna yang kembali melaporkan kasus
berbeda pada waktu yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa layanan Curhat Ning Ita telah
menjadi rujukan utama ketika masyarakat ingin menyampaikan permasalahan publik. Terdapat
pula pengguna yang secara aktif menanyakan perkembangan laporan, yang menunjukkan
keterlibatan berkelanjutan dalam proses pelayanan. Meskipun belum tersedia rekapitulasi
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khusus mengenai peningkatan jumlah pengguna secara kuantitatif, pola penggunaan ulang
tersebut menjadi indikator perilaku loyal.

Loyalitas tidak selalu identik dengan pengalaman yang sepenuhnya tanpa kendala.
Beberapa masyarakat yang menggunakan layanan Curhat Ning Ita menunjukkan kesediaannya
untuk menggunakan kembali layanan, meskipun pernah mengalami keterlambatan respons atau
informasi yang tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman positif, seperti adanya tindak
lanjut nyata dan kemudahan akses lebih dominan dalam membentuk sikap loyal dibandingkan
dengan pengalaman negatif yang bersifat teknis. Dengan demikian, loyalitas yang terbentuk
cenderung bersifat rasional dan berbasis pada evaluasi manfaat layanan.

Tidak hanya melalui pengalaman pengguna, loyalitas juga dipengaruhi oleh posisi Curhat
Ning Ita sebagai saluran pengaduan resmi yang dikenal luas di Kota Mojokerto. Persepsi bahwa
platform ini merupakan media utama dan paling mudah digunakan untuk menyampaikan aspirasi
turut memperkuat kecenderungan masyarakat untuk tetap menggunakannya. Loyalitas dalam
hal ini tidak hanya didorong oleh kepuasan fungsional, tetapi juga oleh kepercayaan terhadap
institusi pemerintah sebagai pengelola layanan tersebut.

Upaya mempertahankan loyalitas masyarakat juga dilakukan melalui sosialisasi
berkelanjutan. Penyebaran informasi melalui berbagai media, baik secara langsung di tingkat
kelurahan maupun melalui media sosial dan media luar ruang, berperan dalam menjaga
kesadaran publik terhadap keberadaan dan fungsi layanan. Strategi komunikasi yang konsisten
tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengguna baru, tetapi juga
memperkuat hubungan dengan pengguna lama agar tetap aktif dan terlibat.

Dengan demikian, indikator loyalitas masyarakat terhadap layanan Curhaat Ning Ita
menunjukkan kecenderungan yang positif. Loyalitas tersebut tercermin dari adanya penggunaan
ulang layanan, kesediaan untuk tetap memanfaatkan platform meskipun pernah mengalami
kendala, serta adanya kepercayaan yang relatif stabil terhadap sistem dan pengelolanya. Namun
demikian, untuk memperkuat loyalitas secara berkelanjutan, peningkatan pada aspek kecepatan
respons dan kejelasan informasi masih menjadi kebutuhan utama. Perbaikan pada aspek tersebut
akan memperkuat pengalaman pengguna, menjaga kepercayaan, serta mendorong masyarakat
untuk terus berpartisipasi secara aktif dalam penggunaan layanan pengaduan digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pelayanan pengaduan masyarakat melalui
platform Curhat Ning Ita yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto,
dapat disimpulkan bahwa secara umum layanan pengaduan berbasis digital tersebut telah secara
signifikan meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Platform ini
menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun laporan
terkait pelayanan publik secara lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Upaya pemerintah daerah
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan sistem e-government
tercermin dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pengaduan.

Berdasarkan indikator kemudahan interaksi, layanan Curhat Ning Ita telah menyediakan
akses yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan melalui berbagai kanal
komunikasi digital, terutama melalui aplikasi WhatsApp. Prosedur pelaporan yang sederhana,
seperti penyampaian identitas pelapor, kronologi kejadian, serta bukti pendukung berupa foto,
mempermudah masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Selain itu, keberadaan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan laporan juga membantu memperjelas
alur penanganan pengaduan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagai masyarakat yang
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belum sepenuhnya memahami mekanisme tindak lanjut laporan sehingga diperlukan
peningkatan kejelasan informasi terkait proses pelayanan.

Pada indikator pemenuhan kebutuhan layanan, pengelolaan pengaduan melalui Curhat
Ning Ita telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu verifikasi laporan, pendistribusian
laporan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta pemantauan proses tindak
lanjut. Penanganan laporan juga didukung oleh penetapan target waktu respons awal dan
penggunaan indikator.

Rata-rata Tindak Lanjut (RTL) sebagai salah satu ukuran kinerja dalam penyelesaian
pengaduan. Meskipun sistem pengelolaan laporan telah berjalan secara terstruktur, beberapa
pengguna masih menilai bahwa respons yang diberikan terkadang membutuhkan waktu yang
cukup lama atau belum disertai dengan pembaruan informasi yang jelas mengenai
perkembangan laporan.

Pada indikator perhatian terhadap pengguna, pengelola layanan telah berupaya
membangun komunikasi yang ramah dan sopan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari
penggunaan kalimat pembuka yang sopan, penyampaian permohonan maaf atas kendala yang
dialami pelapor, serta konfirmasi bahwa laporan yang disampaikan telah diterima dan sedang
diproses. Pendekatan komunikasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memberikan
pelayanan yang menghargai pengguna layanan. Namun demikian, respons yang diberikan
terkadang masih bersifat umum sehingga belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang
disampaikan oleh masyarakat secara lebih rinci.

Pada indikator keamanan dan privasi data, layanan Curhat Ning Ita telah menyediakan
mekanisme perlindungan data melalui pilihan laporan anonim maupun terbuka, serta opsi
laporan tertutup atau publik. Fitur tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk
menentukan tingkat keterbukaan identitas dan isi laporan sesuai dengan kebutuhan masing-
masing. Pengelola layanan juga melakukan penyaringan terhadap dokumen yang mengandung
data pribadi sebelum dipublikasikan untuk mencegah terjadinya penyebaran informasi yang
bersifat sensitif serta penyalahgunaan data pribadi. Upaya ini menunjukkan bahwa aspek
perlindungan data pengguna telah menjadi perhatian dalam pengelolaan layanan pengaduan
digital.

Berdasarkan indikator kepercayaan pengguna, layanan Curhat Ning Ita telah berupaya
membangun kepercayaan masyarakat melalui mekanisme tindak lanjut laporan serta
transparansi informasi mengenai hasil penanganan pengaduan.

Publikasi laporan yang telah diselesaikan melalui media sosial resmi pemerintah daerah
menjadi salah satu bentuk transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat. Interaksi antara
pengelola layanan dan pelapor juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh
informasi mengenai perkembangan laporan yang disampaikan. Meskipun demikian, kepercayaan
masyarakat terhadap layanan masih dipengaruhi oleh kecepatan respons dan konsistensi
pemberian informasi selama proses penanganan laporan.

Pada indikator tingkat kepuasan pengguna, pengelolaan layanan Curhat Ning Ita telah
dilengkapi dengan mekanisme evaluasi melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
yang dilakukan secara berkala. Survei tersebut digunakan untuk menilai berbagai aspek
pelayanan, seperti prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, kompetensi petugas, serta kualitas
penanganan pengaduan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa
cukup puas karena laporan yang disampaikan mendapatkan respons dan tindak lanjut dari
instansi terkait. Namun demikian, terdapat pula pengguna yang merasa kurang puas karena
adanya keterlambatan respons atau kurangnya kejelasan informasi mengenai perkembangan
penanganan laporan.
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Pada indikator loyalitas masyarakat, layanan Curhat Ning Ita menunjukkan adanya
kecenderungan loyalitas yang cukup positif dari masyarakat yang menggunakan layanan. Hal ini,
terlihat dari adanya masyarakat yang menggunakan layanan Curhat Ning Ita lebih dari satu kali
untuk melaporkan permasalahan yang berbeda. Masyarakat juga tetap memanfaatkan platform
tersebut sebagai sarana penyampaian pengaduan meskipun pernah mengalami kendala dalam
proses pelayanan. Loyalitas tersebut dipengaruhi oleh kemudahan akses layanan, adanya tindak
lanjut laporan, serta persepsi bahwa Curhat Ning Ita merupakan salah satu saluran pengaduan
resmi yang dapat digunakan oleh masyarakat Kota Mojokerto.

Secara keseluruhan, layanan Curhat Ning Ita telah berperan sebagai sarana pengaduan
publik berbasis digital yang cukup efektif dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat
dengan pemerintah daerah. Meskipun demikian, peningkatan pada aspek kecepatan respons,
kejelasan informasi mengenai perkembangan laporan, serta konsistensi komunikasi dengan
pengguna masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih optimal.
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